TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
(RKBMD) DAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 26
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Dan Rencana
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten
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BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Dja
Tengah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 19
Nomor 42);

o

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indone
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republi
Indonesia Nomor 4355);

=

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhi
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ci
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerint
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peratur
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bar
Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi
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Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daergh
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 165).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERENCANAAN

N =

R

10.

11.

12.

13.

KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
Pemerintah Daerah adalah Bupati Wonogiri sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Wonogiri.

Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Bupati.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri selaku
pengelola barang milik daerah.
Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

Unit kerja adalah bagian PD yang melaksanakan satu atau beberapa
program.

Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang
adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan
koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang
mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat
pengelola barang daerah.
Pengguna barang adalah Kepala Perangkat Daerah selaku pejabat pemegang
kewenangan penggunaan barang milik daerah.
Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Unit Kerja atau pejabat yang
ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah
yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

(1) Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengintregasik
pengelolaan Barang Milik Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah

(2)

(2)

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya

yang sah.

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebuturt.;
barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang te

lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan

tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah

untuk periode 1 (satu) tahun

Standar barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan
penghitungan pengadaan barang milik daerah dalam perencandan

kebutuhan.

Standar kebutuhan barang adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan
sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan barang milik

daerah dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada PD.

Standar harga adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acu

pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.

Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD adal
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapat
rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiaya.

sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

lingkup pemerintahan Daerah.
Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan penjela

an

lah
an,

a1

di

an

dan panduan kepada PD/Unit Kerja PD dalam menyusun RKBMD
Pengadaan dan RKPBMD Pemeliharaan terkait dengan penyusunan RKA-RD/

Unit Kerja PD sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemelihar
Barang Milik Daerah.

BAB III
PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 3

an

Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta

ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada.
Ketersediaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

merupakan Barang Milik Daerah yang ada pada Pengelola Barang dan/atau

Pengguna Barang.
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(3)

(1)

(2)

3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

(1)
(2)

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengusulkan RKB

Perencanaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d:
ayat (2) harus dapat mencerminkan kebutuhan riil Barang Milik Daer:
pada PD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.

Pasal 4

Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah dilaksanakan setiap tahun

setelah Rencana Kerja (Renja) PD ditetapkan.

Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
salah satu dasar bagi PD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk
kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran.

Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah mengacu pada Rencana Kerja

(Renja)

Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada :
a. standar barang

b. standar kebutuhan; dan/atau

c. standar harga.

Standar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adal

spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan pengada

Barang Milik Daerah dalam perencanaan kebutuhan.

ah
an

Standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b

adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitung
pengadaan dan penggunaan Barang Milik Daerah dalam perencana
kebutuhan Barang Milik Daerah pada PD.
Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah adal

qan

an

ah

besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan Barang Milik

Daerah dalam perencanaan kebutuhan.

Standar barang, standard kebutuhan dan standard harga sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Penetapan standard kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (4) huruf b mempedomani peraturan perundang-undangan.

Penetapan standard barang dan standard kebutuhan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dan huruf b dilakukan setelah berkoordinasi

dengan dinas teknis terkait.

Pasal 6

MD

pengadaan barang milik daerah mempedomani barang dan standard kebutuhan.

(1)

Pasal 7

Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD yang diajukan oleh Kuasa

Pengguna Barang yang berada di lingkungan PD yang dipimpinnya.

(2) Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kepada Pengelola Barang.
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(3)

(4)

(5

(6)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD sebagaim
dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barang dengan memperhatik
data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang.
Data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Baran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
laporan Daftar Barang Pengguna bulanan;

laporan Daftar Barang Pengguna semesteran,
laporan Daftar Barang Pengguna tahunan

laporan Daftar Barang Pengelola bulanan;

laporan Daftar Barang Pengelola semesteran;
laporan Daftar Barang Pengelola tahunan;

laporan Daftar Barang milik daerah semesteran; dan
laporan Daftar Barang milik daerah tahunan.

SRt a0 TP

g,

Pengelola Barang dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dibantu Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang

Pengelola.

Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
merupakan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan daia.r

penyusunan RKBMD.

Pasal 8

RKBMD pemeliharaan Barang Milik Daerah tidak dapat diusulkan oleh

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap :
a. Barang Milik Daerah yang berada dalam kondisi rusak berat;
b. Barang Milik Daerah yang sedang dalam status penggunaan sementara

c. Barang Milik Daerah yang sedang dalam status untuk dioperasikan o#eh

pihak lain; dan/atau
d. Barang Milik Daerah yang sedang menjadi objek pemanfaatan.

RKBMD pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b diusulkan oleh Pengguna Barang yang menggunakan

sementara barang milik daerah.

RKBMD pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d tidak termasuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai

dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan RKBMD Pengadaan Barang Milik Daerah Pada
Pengguna Barang

Pasal 9

Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD Pengadaan Barang Milik

Daerah di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pengad%an
ima

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Barang paling la
minggu kedua bulan Mei.




(1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan
yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud

(2)

3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 10

dalam Pasal 9 ayat (2) pada minggu ketiga bulan Mei.

Dalam penelaahan usulan RKBMD pengadaan yang disampaikan oleh Kua

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang
mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus

Barang Pengguna untuk melakukan review terhadap kebenaran d
kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan.

Penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kua
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk
memastikan kebenaran data masukan penyusunan usulan RKBMD

Pengadaan yang paling sedikit mempertimbangkan :

a. kesesuaian program perencanaan dan standar sebagaimana dimaks
dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4); dan

b. ketersediaan barang milik daerah di lingkungan Pengguna Barang.

d

Hasil penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh

Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunak
oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD pengadaan Barang Mi

an
lik

Daerah pada tingkat Pengguna Barang yang paling sedikit memuat informasi:

a. nama Kuasa Pengguna Barang;
b. nama Pengguna Barang;

C. program;

d. kegiatan;

é.

Kuasa Pengguna Barang; dan
f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui.

Pasal 11

data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang pé#ia

Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pengadaan yang
disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (4) ditandatangani Pengguna Barang.

Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan Barang Milik Daenah
berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1l) untuk
disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat minggu keempat bulan

Mei.
Bagian Ketiga
Tata Cara Penyusunan RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada
Pengguna Barang
Pasal 12

Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD pemeliharaan Bar?ng

Milik Daerah di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pemeliharaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Barang paling lambat

minggu kedua bulan Mei.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(1)

(2)

(3)

Pasal 13

Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD pemelihar
yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2) pada minggu ketiga bulan Mei.
Dalam penelaahan usulan RKBMD pemeliharaan usulan RKBMD
Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang mengikutsertakan Pejabat
Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk
melakukan penelitian terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD
pemeliharaan.

Penelaahan atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kua
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk
memastikan kebenaran data masukan penyusunan RKBMD pemelihara
yang sekurang-kurangnya mengacu pada daftar-daftar barang Kua
Pengguna Barang yang memuat informasi mengenai barang yang dipelihara.
Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh
Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pemeliharaan Barang Milik
Daerah tingkat Pengguna Barang yang paling sedikit memuat informasi :
a. nama Kuasa Pengguna Barang;

nama Pengguna Barang;

nama barang yang dipelihara;

usulan kebutuhan pemeliharaan; dan

rencana kebutuhan Barang Milik Daerah yang disetujui.

°opo g

Pasal 14

Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang
disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dal
Pasal 13 ayat (4) ditandatangani Pengguna Barang.

Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan Barang Milik
Daerah berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
untuk disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat minggu keempat
bulan Mei.

Pasal 15

Pengguna Barang menghimpun RKBMD pengadaan dan RKBMD
pemeliharaan dari Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud da
Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) untuk disampaikan kepada Pengelola
Barang.

Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat
pengantar RKBMD yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4).

Penyampaian RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang
dilakukan paling lambat minggu kesatu bulan Juni.




Bagian Keempat
Tata Cara Penelaahan RKBMD Pengadaan
Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 16

(1) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan Barang Milik Daerah dilakukan

(2)

3)

(4)

(1)

(2)

(3)

terhadap:

a. relevansi program dengan rencana keluaran Pengguna Barang;

b. optimalisasi penggunaan Barang Milik Daerah yang berada pac
Pengguna Barang; dan

c. efektivitas penggunaan Barang Milik Daerah yang berada pada Penggur
Barang telah sesuai peruntukannya dalam rangka menunjang tugas dd
fungsi SKPD.

la

Penelaahan atas RKBMD pengadaan Barang Milik Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memperhatikan :

a. kesesuaian program perencanaan dan standar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4); dan
b. data barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Penelaahan atas RKBMD Pengadaan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Hasil Penelaahan RKBMD

pengadaan Barang Milik Daerah yang paling sedikit memuat :
a. nama Kuasa Pengguna Barang;

nama Pengguna Barang;

program,;

kegiatan;

o 00T

Kuasa Pengguna Barang; dan
f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui.

data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang pada

Dalam melaksanakan penelaahan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengikutsertakan Pejabat
Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapkan

dan memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan kelengkapan usut:

RKBMD Pengadaan yang dilaksanakan paling lambat minggu kedua bu
Juni.

Pasal 17

Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan Barang Milik Daerah dari Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) ditandatangani oleh

Pengelola Barang.

Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan berdasarkan hasil

penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh
Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat minggu ketiga

bulan Juni.
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Bagian Kelima
Tata Cara Penelaahan RKBMD Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 18

(1) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah dilakukan
untuk melakukan telaahan terhadap data Barang Milik Daerah yang

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

diusulkan rencana pemeliharaannya.

Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memperhatikan daftar barang
pada Pengguna Barang yang memuat informasi mengenai status barang dan

kondisi barang.

Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam hasil
penelaahan RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang paling sedikit

memuat:

a. nama Kuasa Pengguna Barang;

b. nama Pengguna Barang;

c. nama barang yang dipelihara;

d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan

e. rencana kebutuhan Barang Milik Daerah yang disetujui.

Dalam melaksanakan penelaahan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengikutsertakan Pejabat

Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapk
dan memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan kelengkapan usul
RKBMD Pemeliharaan yang dilaksanakan paling lambat minggu kedua bul
Juni.

Pasal 19

Hasil Penelaahan RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah dari Penggu

A
zigl
an

na

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) ditandatangani oleh

Pengelola Barang.

Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan berdasarkan ha

penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

sil

RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan

oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat minggu keti

bulan Juni.

Pasal 20

ga

RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah dari
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan Pasal

19 ayat (3) ditetapkan menjadi RKBMD Pemerintah Daerah oleh Penge
Barang.

la

RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan Juni.
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(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

3)

(4)

(1)
(2)

(3)

Bagian Keenam
Penyusunan Perubahan RKBMD

Pasal 21

Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD.

Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelu
penyusunan Perubahan APBD.

Penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai denga
Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perubahé
RKBMD.

Bagian Ketujuh
Penyusunan RKBMD Untuk Kondisi Darurat

Pasal 22

m

Dalam hal setelah batas akhir penyampaian RKBMD terdapat kondisi

darurat, pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new

rencana pengadaan dan/atau rencana pemeliharaan Barang Milik Daer

initiative) dan penyediaan anggaran angka dasar (baseline) dalam rangE

dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai ketentu
peraturan perundang-undangan.

Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam

dan gangguan keamanan skala besar.
Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (

1)

harus dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang bersamaan
dengan penyampaian RKBMD Perubahan dan/atau RKBMD tahun

berikutnya.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Pengelo

la

Barang sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam penelaahan atas
RKBMD yang disampaikan oleh Pengguna Barang bersangkutan pada APBD
Perubahan tahun anggaran berkenaan dan/atau APBD tahun anggaran

berikutnya.

BAB IV
PENGANGGARAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 23

RKBMD dibiayai dengan APBD dalam proses sistem perencanaan dan

penganggaran terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penganggaran RKBMD harus terinci dengan memuat nama baran

banyaknya barang dengan jumlah biaya dan informasi lainnya yang

diperlukan.

RKBMD yang karena keterbatasan keuangan Daerah tidak dianggarkan
dalam APBD tahun berkenan dapat dipertimbangkan pada APBD tahun
anggaran berikutnya dengan memperhatikan skala prioritas dan

kemampuan keuangan Daerah.

/ &
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 24

RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) dijadikan sebagai salah satu bahan bagi tim
anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pengkajian dan verifikasi RKA-
PD berkenaan dengan penganggaran pengadaan barang dan pemeliharaan
barang pada PD.
Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya sebatas pada meneliti
kecocokan antara data yang tertera dalam Peraturan Daerah tentang APBD
dan Peraturan Bupati dengan Penjabaran APBD dengan Data Daftar
Kebutuhan Barang Unit dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit.
RKBMD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan
menjadi RKBMD Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati.
RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan pedoman bagi
Kepala PD dalam pelaksanaan pengadaan barang dan pemeliharaan barang
milik daerah.
Format Usulan RKBMD Pengadaan pada Kuasa Pengguna Barang, Format
Usulan RKBMD Pemeliharaan pada Kuasa Pengguna Barang, Format
Penyampaian Hasil Penelaahan RKBMD oleh Pengguna Barang, Format Ha
Penelaahan RKBMD Pengadaan oleh Pengguna Barang, Format Hasil
Penelaahan RKBMD Pemeliharaan oleh Pengguna Barang, Format RKBMD
Pengadaan pada Kuasa Pengguna Barang, Format RKBMD Pemelihara
pada Kuasa Pengguna Barang, Format Usulan RKBMD Pengadaan pagda
Pengguna Barang, Format Usulan RKBMD Pemeliharaan pada Pengguna
Barang, Format Penyampaian Hasil Penelaahan RKBMD oleh Pengeldla
Barang, Format Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan oleh Pengelola Barang,
Format Hasil Penelaahan RKBMD Pemeliharaan oleh Pengelola Barang,
Format RKBMD Pengadaan pada Pengguna Barang, Format RKB
Pemeliharaan pada Pengguna Barang, Format RKBMD Pengadaan
Kabupaten, dan Format RKBMD Pemeliharaan Kabupaten tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan
Bupati ini.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratura
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 3 Juni 2021

4 BUPATI WONOGIRI, ,)(

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 3 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
ABUPATEN WONOGIR],

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR 36
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Petunjuk Pengisian :

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

9
(10)

(11)
(12)

(13)
(14)
(1)
(16)

(17)
(18)

(19)
(20)
(21)

(22)
(23)

(24)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor urut.

Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerj+
SKPD.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.
Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
Diisi kuantitas barang yang diusulkan.

Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi standart kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan
Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
Diisi jumlah barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuIT
dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan
penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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FORMAT USULAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG.

USULAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
(RENCANA PEMELIHARAAN)

KUASA PENGGUNA BARANG ........ (2)
TAHUN (3)....
Halaman ........ 1)
PEMERINTAH PROVINSI (4)
KABUPATEN/KOTA ()
PENGGUNA BARANG )
Barang Yang Dipelihara Usulan Kebutuhan Pemeliharaan
No. Program/ Kegiatan/Output Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan Status Barang Kondisi Nama Jumlah Satuan Ket.
B RR RB Pemeliharaan
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A.__Program ...
"l. Kegiatan ...
a. Output ..
X X XXX XX XXX
2. Kegiatan ..
a. Output ..
2 XX XL X a
"3, _Dst..
B. Program ...
1. Kegiatan
a OQutput ...
0 X X X
2. Kegiatan ..
a._ Output
XX XX XK XXX
3. Dst
Ci: DB svisussosissvmranat
() 8) 9) (10) (11 (12) (13) (1) (15) (16) (17) (18) (19) [20)
R (21)
Kuasa Pengguna Barang
C&
.............................................. (23)
NIP. (23)
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Petunjuk Pengisian :

(1)
(2)
(3)
(4)
)
()
(7)
(8)
9

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

(21)
(22)

(23)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor urut.

Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.
Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom g
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daer
yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.
Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah,
set, dan sebagainya.
Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.
Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan
penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN RKBMD OLEH PENGGUNA

BARANG.
KOP SURAT ....... (1)
Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Kepada
NOMOE & .ceeremsvasineains (2) ' s PRI S S — (5)
Sifat P Sangat SegerA. =00 Gessissiopsssessassssesvense
Lamplra_n .................. (3) Di -
Hal : Hasil Penelaahan RKBMD (6)
Tahun ..(4) pada...(5)
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ...... (7)

tanggal ..... (7) hal usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik

Daerah (RKBMD) Tahun ..... (4) pada .... (5) pada prinsipnya kami

menyetujui RKBMD sebagaimana diuraikan pada lampiran surat
ini.

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1.

Untuk selanjutnya, Hasil Penelaahan RKBMD dapat

Hasil Penelaahan wusulan RKBMD menyajikan informz:f:
berupa satuan barang milik daerah yang direkomendasik
untuk dilakukan pengadaan dan/atau pemeliharaan.
Hasil Penelahaan usulan RKBMD pengadaan dan RKBMD
pemeliharaan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
Hasil Penelaahan usulan RKBMD dapat diusulkan oleh Kuasa
Pengguna Barang kepada Pengguna Barang untuk dilakukan
perubahan menjadi RKBMD Kuasa Pengguna Barang.
Batas waktu penyampaian perubahan sebagaimana dimaksud
pada angka 3 di atas paling lambat Minggu keempat buldn
Mei.

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih.

Pengguna Barang

Petunjuk Pengisian :

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

Kop surat resmi yang berlaku pada SKPD (Pengguna Barang) yamg

bersangkutan.

Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Unit Kerja (Kuasa Pengguna Barang) yang dikirim.
Diisi lokasi kedudukan Unit Kerja (Kuasa Pengguna Barang).
Diisi nomor dan tanggal surat Usulan RKBMD yang dikirim oleh Ul*lit
Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang menyetujui Hasil Penelaahan

RKBMD.
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
9

(10)

(11)
(12)

(13)
(14)

(15)
(16)
(17)
(18)

(19)
(20)
(21)
(22)

(23)
(24)

(25)
(26)
(27)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor urut.

Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.
Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodeﬁkifi
barang milik daerah yang berlaku.
Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
Diisi kuantitas barang yang diusulkan.

Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input ses
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.
Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
Diisi kuantitas barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasik
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah,
set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.
Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.
Diisi jumlah barang pengadaan yang disetujui.
Diisi satuan barang pengadaan yang disetujui sesuai ketentuan yahg
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian:

(1)  Diisi nomor halaman.

(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(6) Diisi nama Pengguna Barang.

(7)  Diisi nomor urut.

(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.

(9) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

(10) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

(11) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

(12) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

(13) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

(16) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

(17) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

(18) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.

(19) Diisi satuan barang Pemelihaan yang diusulkan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

(20) Diisi kuantitas barang yang disetujui untuk dipelihara.

(21) Diisi satuan barang yang disetujui pemeliharaannya sesuai ketentutn
yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?, unit, buah, set, dan
sebagainya.

(22) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

(23) Diisi tempat dan tanggal disahkan.

(24) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.

(25) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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FORMAT-RKBMD.PENC

LT UJINAVITYTIRKIXIONVI S

ADAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG.

RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH

(RENCANA PENGADAAN)
KUASA Pi A BARANG 2)
TAHUN ... 3)
Halaman ; .............. ; (1)
PEMERINTAH PROVINS| (4)
KABUPATEN/KOTA (5)
PENGGUNA BARANG (O]
R: Kebutuh I h
No. Program/Keglatan/Output € Millk Daerah (Yang Disetujul) s Bamaarilics e
Kode Barang Nama Barang Jumlah Satuan
1 2 3 4 5 6 7 10
A. Program
1). Kegiatan
a.
XXX XXX XXX
2). Keglatan...............ccoories
a. OURPUR sovconecisossassrsssiss
XX XX XXX
B Program ...
1). Kegiatan
a. Output
XXX XX XUXXX
2). Keglatan............c.cvinne
XXX XX XXX
N T—
0. Dok i
(7) ®) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
“ (15)
Kuasa Pengguna Barang........... (16)
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Petunjuk Pengisian:

(1)  Diisi nomor halaman.

(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(6) Diisi nama Pengguna Barang.

(7)  Diisi nomor urut.

(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.

(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodeﬁkaéi
barang milik daerah yang berlaku.

(10) Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkai
ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang
berlaku.

(11) Diisi kuantitas barang yang diusulkan.

(12) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

(13) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau
pembelian.

(14) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

(15) Diisi tempat dan tanggal disahkan.

(16) Diisi  jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakuk%.n
penandatanganan.

(17) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.

(=
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Petunjuk Pengisian :

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(1)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

(21)
(22)

(23)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD
Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolonga
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

n

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9)

berdasarkan ketentuan penggolongan dan Kkodefikasi barang mili
daerah yang berlaku.
Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlak

yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

k

u

Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
Diisi uraian nama RKBMD yang disetujui.

Diisi kuantitas barang pada RKBMD pemeliharaan yang disetujui.

Diisi satuan barang RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, se

dan sebagainya.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang petlu

diungkap.
Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukla
penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.

25
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
&)

(10)
(11)

(12)
(13)

(14)
(15)
(16)
(17)

(18)
(19)
(20)

(21)
(22)
(23)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten /Kota yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan.

Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai ketentuai
standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.
Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
Diisi jumlah barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah,
set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.

—_

=}
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Petunjuk Pengisian :

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

9

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

(21)
(22)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.
Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah
yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?),unit, buah,
set, dan sebagainya.
Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN RKBMD OLEH PENGELOLA

BARANG.
KOP SURAT ....... (1)
Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Kepada
Nomor B e (2) ...... Y. ..oconeosiimasmins () —
Sifat :SAanEALSEgera. === 000 scsesecsisasssaessasesisnsavensns
Lampiran : ....... (3) berkas di -
Hal : Hasil Penelaahan RKBMD .................... (6) ..-isens
Tahun .... (4) pada .... (5)
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ...... (7)

tanggal ..... (7) hal usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik

Daerah (RKBMD) Tahun ..... (4) pada .... (5) pada prinsipnya

kami menyetujui RKBMD sebagaimana diuraikan pada

lampiran surat ini.
Untuk selanjutnya, Hasil Penelaahan RKBMD dath
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hasil Penelaahan usulan RKBMD menyajikan informasi
berupa satuan BMD yang direkomendasikan untuk
dilakukan pengadaan dan/atau pemeliharaan.

2. Hasil Penelahaan usulan RKBMD pengadaan dan RKBMD
Pemeliharaan dengan memperhatikan ketersediaan
anggaran.

3. Hasil Penelaahan usulan RKBMD dapat diusulkan oleh
Pengguna Barang kepada Pengelola Barang untuk
dilakukan perubahan menjadi RKBMD Pengguna Barang.

4. Batas waktu penyampaian perubahan sebagaimana
dimaksud pada angka 3 di atas paling lambat Min
ketiga bulan Juni.

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih

Pengelola Barang

Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

Kop surat resmi yang berlaku.

Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama SKPD.

Diisi lokasi kedudukan SKPD.

Diisi nomor dan tanggal surat Usulan RKBMD yang dikirim oleh S#(
yang bersangkutan.

Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang menyetujui Hasil
Penelaahan RKBMD.

PD
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Petunjuk Pengisian :

(1) Diisi nomor halaman.

(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(6) Diisi nomor urut.

(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.

(8) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.

(9) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

(10) Diisi kuantitas barang yang diusulkan.

(11) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

(12) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.

(13) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

(14) Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

(15) Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

(16) Diisi jumlah barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.

(17) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah,
set, dan sebagainya.

(18) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.

(19) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.

(20) Diisi kuantitas barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui.

(21) Diisi satuan barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set,
dan sebagainya.

(22) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.

(23) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

(24) Diisi tempat dan tanggal disahkan.

(25) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.

(26) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.

32




IN
T Y ﬂm = mm — 5
ey
masiq )

3

[77]) [CT) (g1l (31 e1) [E41) [T} lot] (3] (8] (7] ol |

£ 19|
E
it

yepmn 'd PN

UVOIVUTRR] URTTNGIY TS wawypadi) Suwy Buwavg

"ONVAVE VIOTHONHd HETO NVVIVHITHNAd QNG NVHVVTINHd TISVH LVINRIOA



Petunjuk Pengisian:

(1) Diisi nomor halaman.

(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(6) Diisi nomor urut.

(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/outpi

berdasarkan rencana kerja SKPD.
(8) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(9) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daera
yang berlaku.
(10) Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

t

—_

8)
ih

(11) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:

panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

(12) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibia)jai

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.
(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

(16) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakuk?.n

pemeliharaan.
(17) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.

(18) Diisi satuan barang pemeliharaan yang diusulkan sesuai ketentuan yang

berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

(19) Diisi kuantitas RKBMD pemeliharaan yang disetujui.

(20) Diisi satuan barang RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesilani
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set,
sebagainya.

(21) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.

(22) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(23) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.
(24) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
9)
(10)
(11)

(12)
(13)

(14)
(15)
(16)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.
Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.
Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasark
ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang
berlaku.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan.
Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian :

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
9

(10)
(11)

(12)

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

(19)
(20)

(21)
(22)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.

Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongaln
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom ()
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
Diisi uraian nama RKBMD pemeliharaan yang disetujui.

Diisi kuantitas barang pada RKBMD pemeliharaan yang disetujui.
Diisi satuan barang milik daerah yang disetujui pemeliharaannya sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set,
dan sebagainya.
Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.

w
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Petunjuk Pengisian:

(1) Diisi nomor halaman.

(2) Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

(4) Diisi nomor urut.

(5) Diisi nama Pengguna Barang/program/kegiatan/output berdasarkaE

rencana kerja SKPD.
(6) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.
(7) Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan
ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yarng
berlaku.
(8) Diisi kuantitas barang yang diusulkan.
(9) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dsb.
(10) Diisi kuantitas barang pengadaan yang disetujui.
(11) Diisi satuan barang pengadaan yang disetujui sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set,dsb.
(12) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembeliai
(13) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.
(14) Diisi tempat dan tanggal disahkan.
(15) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.
(16) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
9
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

(19)
(20)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Pengguna Barang/program/kegiatan/output berdasarkan
rencana kerja SKPD.
Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (6)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi status BMD yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD seperti
digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
Diisi uraian nama pemeliharaan pada Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan BMD yang disetujui.

Diisi kuantitas barang pada RKBMD Pemeliharaan yang disetujui.
Diisi satuan barang pada RKBMD Pemeliharaan yang disetujui sesuai
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, shlatf
dan sebagainya.
Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatangan.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)
9
(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

(20)
(21)

(22)
(23)
(24)

(25)
(26)

(27)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang akan diusulkan.
Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.
Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.
Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
Diisi Kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hdsil
penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan.
Diisi satuan barang milik daerah yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?),
unit, buah, set, dan sebagainya
Diisi Kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
Pengadaan.
Diisi satuan barang milik daerah yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.
Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.
Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan,
Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
Diisi jumlah barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan.
Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah,
set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan
Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan
Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.
Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan
penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5
(6)
(7)
(8)
9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

(21)

(22)
(23)

(24)
(25)

(26)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten /Kota yang bersangkutan.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor urut.

Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.

Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongai
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (|

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang mili

daerah yang berlaku.
Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku

yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan

pemeliharaan.
Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan
Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaé

in
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah,

set, dan sebagainya.

Diisi Kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD

pemeliharaan.
Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan d
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada ha

penelaahan RKBMD pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu

panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBM
pemeliharaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu

diungkap.
Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan

penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN USULAN PERUBAHAN RKBMD
OLEH PENGGUNA BARANG.

KOP SURAT ....... (1)

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Kepada

Nomor TR (2) Yth. .cococoneonnoe (5).....

Sifat : Sangat Segera 00000000 e

Lampiran : ........... (3) berkas di -

Hal : Penyampaian Hasil @~ = ... (6)
Penelaahan Usulan
Perubahan RKBMD
Tahun .. (4) pada .. (5)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ....... (7)

tanggal ...... (7) hal Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan
Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
(RKBMD) Tahun ..... (4) pada ...... (5) pada prinsipnya kami

menyetujui dengan hasil Penelaahan Perubahan RKBMD
sebagaimana diuraikan pada lampiran surat ini.

Untuk selanjutnya, Perubahan RKBMD  dapat
dilaksanakan dengan mempertimbangkan  ketersediaan
anggaran.

Demikian atas perhatiannya dan terima kasih.

Pengguna Barang

Petunjuk Pengisian :

(1) Kop surat resmi yang berlaku pada SKPD (Pengguna Barang) yang
bersangkutan.

(2) Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan.

(4) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

(5) Diisi Unit Kerja (Kuasa Pengguna Barang) yang dikirim.

(6) Diisi lokasi kedudukan Kuasa Pengguna Barang.

(7) Diisi nomor dan tanggal surat usulan RKBMD yang dikirim oleh Kuasa
Pengguna Barang yang bersangkutan.

(8) Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang mengesahkan Hasgil
Penelaahan RKBMD.
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
9)
(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

(29)
(30)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor urut.

Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD
Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.
Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasjl
penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakuk
perubahan

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakuk
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?,
unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan mengganti
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBM
Pengadaan.

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakuk
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantu
pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBM
Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.
Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.
Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi kode barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.
Diisi nama barang pengadaan yang masih dimungkinkan untyk
dioptimalisasikan.
Diisi jumlah barang pengadaan masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.
Diisi satuan barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),
luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.
Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.
Diisi kuantitas barang pengadaan yang disetujui untuk dilakukan
perubahan.
Diisi satuan barang pengadaan yang disetujui untuk dilakukdan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?),
unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembeliai
Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.

>
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Petunjuk Pengisian :

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

(21)

(22)

(23)
(24)
(25)

(26)
(27)
(28)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.

Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom

9)

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik

daerah yang berlaku.
Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:

panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan

pemeliharaan.
Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan
Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaannya sesuai ketentu
yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, d
sebagainya.
Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran satu
barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan.
Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan ¢

[ar
l[an

an

lan

menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m),

luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan yang

sudah diusulkan sebelumnya.
Diisi kuantitas Perubahan RKBMD Pemeliharaan yang disetujui.
Diisi satuan Perubahan RKBMD Pemeliharaan yang disetujui.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu

diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
9)
(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(1)
(16)
(17)
(18)
(19)

(20)
(21)

(22)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten /Kota yang bersangkutan.
Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi nomor urut.

Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.
Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.
Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi Kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hai‘i:
penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakuk
perubahan.
Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (mf),
unit,buah, set, dan sebagainya.

Diisi Kuantitas barang pengadaan yang diusulkan menggantik
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
Pengadaan.

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakuk
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercant
pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.
Diisi perubahan kuantitas barang pada RKBMD pengadaan yang
disetujui.

Diisi perubahan satuan barang pada RKBMD pengadaan yang disetu;'ﬂ:i
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah,
set, dan sebagainya.
Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.
Diisi  jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan
penandatanganan.

Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

(21)

(22)
(23)

(24)

(25)

(26)
(27)

(28)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja SKPD.

Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang mi
daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berla
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibia
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakuk
pemeliharaan.
Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaannya sesuai ketentu
yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, d
sebagainya

(9)
lik

ku

yai

Diisi kuantitas barang milik Daerah yang diusulkan menggantik
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKB
pemeliharaan.

o8 B8

Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan
pemeliharaannya dan menggantikan besaran satuan barang yang
tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan sesuai

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah,
dan sebagainya.

et,

Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD

pemeliharaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi kuantitas barang pada perubahan RKBMD pemeliharaan yang

disetujui.

Diisi satuan barang pada RKBMD pemeliharaan yang disetujui
pemeliharaanya sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas

(m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu

diungkap.
Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi  jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan

penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
()
9

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

(25)
(26)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/outp
berdasarkan rencana kerja SKPD.

Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi

barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada ha
penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakuk
perubahan.

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakuk

ut

il

perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?),

unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantik

besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD

Pengadaan.
Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakuk

perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang

berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD

Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai

ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.
Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlal
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi kode barang pengadaan yang masih dimungkinkan unt;
dioptimalisasikan.
Diisi nama barang pengadaan yang masih dimungkinkan unt
dioptimalisasikan.
Diisi jumlah barang pengadaan masih dimungkinkan untj
dioptimalisasikan.
Diisi satuan barang pengadaan yang masih dimungkinkan unti
dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (o
luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.
Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.
Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang pet
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

9

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

(20)

(21)
(22)
(23)

(24)
(25)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.

Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolon
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik
daerahyang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.
Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.
Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan |
Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemelihar
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah,
set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan mengganti
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
pemeliharaan.

Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hgsil
penelaahan RKBMD pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
pemeliharaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.
Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN USULAN RKBMD OLEH

PENGELOLA BARANG.
KOP SURAT ....... (1)
Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Kepada

Nomor A T — (2) Yth,
Sifat ! SangAt SegerR. == @00 GaGesesesesuseeseaseieeed (5)
Lampiran : ........... (3)berkas di -
Hal  Penyampaian Hasil @ = ===z cccscesssseseese (6)

Penelaahan Usulan

Perubahan RKBMD

Tahun..(4) ... pada .. (5)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ....... (7)

tanggal ...... (7) hal Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan
Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
(RKBMD) Tahun ..... (4) pada ...... (5) pada prinsipnya kami
menyetujui dengan hasil Penelaahan Perubahan RKBMD
sebagaimana diuraikan pada lampiran surat ini.

Untuk  selanjutnya, Perubahan RKBMD dapat
dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan
anggaran.

Demikian atas perhatiannya dan terima kasih.

Pengelola Barang

Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

Kop surat resmi yang berlaku.

Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi SKPD (Pengguna Barang) yang dikirim.

Diisi lokasi kedudukan SKPD.

Diisi nomor dan tanggal surat Usulan RKBMD yang dikirim oleh SKPD
yang bersangkutan.

Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang mengesahkan Hasil
Penelaahan RKBMD.
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

(28)
(29)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.
Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.
Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan.
Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?),
unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKB
Pengadaan.

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakuk
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantu
pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKB
Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input ses
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.
Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berl
yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kode barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.
Diisi nama barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuyk
dioptimalisasikan.
Diisi kuantitas barang pengadaan masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan.
Diisi satuan barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk
dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (
luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.

Diisi kuantitas barang RKBMD Pengadaan yang disetujui untuk
dilakukan perubahan.
Diisi satuan barang RKBMD Pengadaan yang disetujui untuk dilakuk%n
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?),
unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

(20)

(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

(26)
(27)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output

berdasarkan rencana kerja SKPD.
Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolong
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang mil
daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

ATl

8)
lik

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku

yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiay
APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).
Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaanya sesuai ketentu
yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, d
sebagainya.

7ai

ar
ar

Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan

barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan.
Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan d

ar

menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil

penelaahan RKBMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (1
luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan ya
sudah diusulkan sebelumnya.

Diisi kuantitas perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui.
Diisi satuan perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesu

n)y

ng

1ai

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set,

dan sebagainya.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang per

diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatangan.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

(20)
(21)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten /Kota yang bersangkutan.
Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang program/kegiatan/output
berdasarkan rencana kerja SKPD.
Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefika$i
barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentu
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan.
Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (mf),
unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi Kuantitas barang pengadaan yang diusulkan menggantikan
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD
Pengadaan.
Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD
Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.
Diisi perubahan kuantitas barang pada RKBMD pengadaan yang
disetujui.

Diisi perubahan satuan barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buaﬁ::
set, dan sebagainya.
Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian.
Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.

b
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

(8)

9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

(20)

(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

(26)
(27)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan.
Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.

Diisi nama Kabupaten /Kota yang bersangkutan.
Diisi nomor urut.

Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output

berdasarkan rencana kerja SKPD.
Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8)
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik

daerahyang berlaku.
Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku

yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB.

Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan

pemeliharaan.
Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.

Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaanya sesuai ketentuan
yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?3), unit, buah, set, dan

sebagainya.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan

barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan.

Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil

penelaahan RKBMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m
luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

—

Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan yang

sudah diusulkan sebelumnya.
Diisi kuantitas perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui.

Diisi satuan perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesugi

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, se
dan sebagainya.

-

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu

diungkap.
Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

&)

(10)

(11)

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

(18)
(19)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Provinsi/Kabupaten /Kota.

Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Pengguna Barang/program/kegiatan/output berdasarkan

rencana kerja SKPD. L;
Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi

barang milik daerah yang berlaku.

Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan ketentuan

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.

Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan

perubahan.

Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakuk
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (
unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi Kuantitas barang pengadaan yang diusulkan menggantik

)s

besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD

Pengadaan.
Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakuk

perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum
pada hasil penelaahan RKBMD pengadaan sesuai ketentuan yang

berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD

pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya.

Diisi perubahan kuantitas barang pada RKBMD pengadaan yang

disetujui.

Diisi perubahan satuan barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, bugh,

set, dan sebagainya.

Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelidn.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perl
diungkap.

Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.
Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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Petunjuk Pengisian:

(1)
(2)
(3)
(4)

(5
(6)
(7)

(8)
&)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

(15)
(16)

(17)

(18)

(19)

(20)
(21)

(22)
(23)
(24)

Diisi nomor halaman.

Diisi nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.

Diisi nomor urut.

Diisi nama Pengguna Barang/program/kegiatan/output berdasarkan
rencana kerja SKPD.
Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi
barang milik daerah yang berlaku.
Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan ketentuan
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
Diisi kuantitas barang yang dipelihara.

Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:
panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiaya
APBD sepertl digunakan sendiri atau pinjam pakai.

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).

Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).

Diisi uraian nama  pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan
pemeliharaan.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.
Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaanya sesuai ketentuan yang
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, dan sebagainya.

Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan
barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan.
Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil
penelaahan RKBMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas
(m?), unit, buah, set, dan sebagainya.
Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan yang sudal
diusulkan sebelumnya.

Diisi kuantitas perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui.
Diisi satuan perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesua
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m?), unit, buah, set, daz
sebagainya.

Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap.
Diisi tempat dan tanggal disahkan.

Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.
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PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SEKRETARIAT DAERAH

JI. Kabupaten No. 4-6 Wonogiri 57612
Telp. (0273) 321002,323433 Faks. (0273) 321328
Email : setda@wonogirikab.go.id Website : www.wonogirikab.go.i

i = =

PENJELASAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK
ERAH (RKBMD) DAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG

MILIK DAERAH (RKPMD)

.. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedomari
Pengelolaan Barang Milik Daerah:;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah

. RESUME PENYUSUNAN RAPERBUP

1. Bahwa menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan BPK RI Perwakilan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, TP. 3.2. Perda yang belum diatur
dengan Perbup terkait pelaksanaan/ketentuan lebih lanjut terkait
pengelolaan Barang Milik Daerah;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Daerah
Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018, ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara penyusunan RKBMD dan RKPMD diatur dengan
Peraturan Bupati;

3. Bahwa penyusunan Raperbup ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan
pengelolaan Barang Milik Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah
dan bertujuan untuk memberikan penjelasan dan panduan kepadal
perangkat daerah /unit kerja perangkat daerah dalam menyusun RKBMD
pengadaan dan RKPBMD pemeliharaan terkait dengan penyusunan RKA




sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik
Daerah;
. Bahwa perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah mengacu pada
Rencana Kerja Perangkat Daerah;
. Bahwa RKBMD pemelihaaran Barang Milik Daerah tidak dapat diusulkar
oleh pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang terhadap :
a. Barang milik daerah yang berada dalam kondisi rusak berat;
b. Barang milik daerah yang sedang dalam status penggunaar
sementara;
c. Barang milik daerah yang sedang dalam status untuk dioperasikar
oleh pihak lain; dan/atau

d. Barang milik daerah yang sedang menjadi objek pemanfaatan.
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